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     ABSTRACT / ABSTRAK 
 

Relaxation given by Minister of Transportation Decree Number 11 of 

2001 about the Implementation of Air Transportation intensified the 

competition in the aviation industry. As time passes by, many airlines 

implement the Low-Cost Carrier (LCC) concept. The negative effect of these 

LCC is that aviation companies compete to lower their prices, thus 

neglecting the safety factor. This research method employed in this research 

is normative research, whereas the material used is secondary data. This 

research aims to analyze the implication of Ministry of Transportation 

Decree Number KM 106 of 2019 about The Upper Limit Tariff for Passengers 

in Economy Class Services for Scheduled Domestic Commercial Air 

Transport. The result of this research indicates that airplane ticket prices, 

especially economy class, are regulated in Ministry of Transportation 

Decree Number KM 106 of 2019. On the other hand, this ministerial decree 

has not been able to solve the issues that arise in our society. Moreover, this 

paper found that airplane ticket price as one of the essential production 

branches for the country needs to regulated thoroughly in order to achieve 

the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 of the 

1945 Constitution.. 

Relaksasi yang diberikan melalui Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara 

menyebabkan persaingan di industri penerbangan semakin tinggi. Seiring 

dengan berjalannya waktu, semakin banyak maskapai penerbangan yang 

menggunakan konsep Low Cost Carrier (LCC). Efek samping negatif dari 

banyaknya LCC ini ialah pengusaha aviasi berlomba-lomba untuk membuat 

tarif pesawat serendah mungkin hingga mengabaikan faktor keselamatan 

penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif 

Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 

Berjadwal Dalam Negeri. Penelitian ini bersifat normatif dengan studi 

kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa harga tiket pesawat, 

khususnya untuk kelas ekonomi, diatur secara khusus dalam Keputusan 

Menteri Perhubungan KM 106 Tahun 2019. Di sisi lain, Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dianggap belum bisa menjawab 

persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Selain itu, penelitian ini 

menemukan bahwa tiket pesawat sebagai salah satu bagian dari cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara perlu diatur dengan baik, hal ini 

bertujuan supaya tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai 

dengan Pasal 33 UUD 1945. 
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dalam KM 127 tahun 1990 yang mengatur 

bahwa sebuah BHI baru dapat melakukan 

angkutan udara niaga berjadwal dalam dan 

luar negeri setelah berusaha selama 20 tahun. 

Deregulasi yang dilakukan oleh 

Kementerian Perhubungan tersebut 

menyebabkan persaingan di industri 

penerbangan semakin tinggi, hal ini 

disebabkan karena banyaknya pemain baru 

dalam bisnis penerbangan (Soelasih, 2014). 

Seiring dengan berjalannya waktu, karena 

semakin banyaknya maskapai penerbangan 

tentu membuat maskapai tersebut bersaing 

satu sama lainnya dalam hal mendapatkan 

load factor (tingkat isian penumpang). Salah 

satu strategi yang digunakan oleh maskapai 

tersebut yakni dengan menggunakan konsep 

Low Cost Carrier (LCC) (Mujiono, 2015). 

Di satu sisi kehadiran banyaknya 

maskapai berbiaya rendah dapat mendorong 

peningkatan mobilitas penduduk karena 

semakin banyak masyarakat yang bisa 

mengakses transportasi udara. Hukum 

ekonomi juga menunjukkan bahwa semakin 

banyak penawaran maka harga akan semakin 

terjangkau. Akan tetapi, keberadaan 

transportasi udara yang kemudian dapat 

diakses semakin banyak orang menjadikan 

industri aviasi masuk ke dalam konsepsi 

“cabang-cabang yang produksi yang penting 

bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang 

banyak” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 

UUD 1945. Jika memang industri aviasi 

kemudian masuk ke dalam “cabang–cabang 

produksi yang penting bagi Negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak”, maka 

konsekuensinya bidang ini tunduk pada hak 

menguasai Negara yang bertujuan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak 

menguasai Negara berarti Negara akan ikut 

serta dalam paling tidak lima kegiatan: 

membuat kebijakan, mengatur, mengurus, 

mengelola, dan mengawasi. Hal ini tentu akan 

berbeda dengan deregulasi yang mengurangi 

peran pengaturan pemerintah. Kehadiran 

Negara untuk mengatur suatu cabang 

produksi (berubahnya deregulasi menjadi 

regulated) biasanya akan diikuti oleh 

kenaikan tarif. 

Deregulasi dan pertumbuhan LCC 

mempunyai efek samping negatif dimana 

pengusaha aviasi berlomba-lomba untuk 

membuat tarif pesawat serendah mungkin 

hingga mengabaikan faktor keselamatan 

penumpang. Hal ini terbukti dengan 

keberadaan Indonesia di era LCC (pada tahun 

2007-2017) dalam Kategori II berdasarkan 

international civil aviation standard, yang 

berarti tidak mengikuti standar internasional. 

Hal ini bersamaan dengan tingginya jumlah 

kecelakaan aviasi di Indonesia, dimana 

berdasarkan data yang diperoleh oleh 

Poerwanto dan Mauidzoh menunjukkan pada 

tahun 2009-2013 terdapat 70 serious incident 

dan 51 accident (Poerwanto dan Mauidzoh, 

2016). Di sisi lain, terdapat pula indikasi 

persaingan usaha yang tidak sehat, salah 

satunya dapat terlihat dari Putusan KPPU No. 

25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Harga 

Fuel Surcharge Dalam Industri Jasa 

Penerbangan Domestik (tidak terbukti 

adanya kartel), dimana terdapat besaran fuel 

surcharge yang sama dan terdapat trend 

kenaikan fuel surcharge yang sama (Antoni, 

2019). 

Akibat negatif inilah yang dianggap 

menjadi salah satu faktor lahirnya Keputusan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor KM 72 tahun 2019 tentang Tarif Batas 

Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam 

Negeri. Keputusan menteri ini kemudian 

dicabut oleh Keputusan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 

2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang 

Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara 

Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Peraturan ini 

mengatur Tarif Batas Atas dan Batas Bawah 

penerbangan dalam negeri yang dapat 

diaplikasikan untuk seluruh penerbangan di 

Indonesia. Namun, di sisi lain hal ini menuai 

kontroversi pada industri aviasi di Indonesia, 

karena industri aviasi memiliki tantangan 

sendiri seperti strategi marketing yang harus 

digunakan untuk menutupi kerugian pada low 

season. Terlebih lagi, berdasarkan penelitian 

Didik Prihananto dapat dipahami bahwa 

operating cost dihitung berdasarkan US$/jam 
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Perbuatan pemerintah dapat diartikan 

sempit atau luas. Perbuatan pemerintah 

dalam arti sempit adalah perbuatan 

pemerintah untuk memerintah, sementara 

dalam arti luas adalah “tiap perbuatan yang 

dilakukan pemerintah dengan maksud 

menyelenggarakan kepentingan umum, 

termasuk baik perbuatan mengadakan 

peraturan maupun perbuatan mengadakan 

ketetapan atau perjanjian bahkan, termasuk 

juga perbuatan hukum privat yang bersegi 

satu maupun bersegi dua” (Utrecht, 1994). 

Pasal 33 UUD 1945 
Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi 

utama yang menjadi landasan konstitusional 

bagi perekonomian negara dan penguasaan 

negara terhadap sumber daya alam untuk 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat (Wibowo, 2015). Selain 

itu, Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan 

moral dan pesan budaya dalam konstitusi 

Republik Indonesia di bidang kehidupan 

ekonomi (Pinangkaan, 2015). 

Pasal 33 ayat (1) menyatakan: 

"Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan"; 

ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi Negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

Negara"; ayat (3): "Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat"; dan ayat (4): 

“Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional”. 

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 di 

atas telah menegaskan bahwa pemerintah 

memiliki peran yang sangat besar dalam 

kegiatan ekonomi. Dalam ketentuan tersebut, 

Pemerintah sebagai pelaksana Pemerintahan 

Negara secara tegas diwajibkan untuk hadir 

untuk cabang-cabang produksi ekonomi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, 

kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya untuk kemudian 

dilaksanakan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat. 

 

METODOLOGI 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah normatif atau dapat 

disebut juga sebagai penelitian hukum 

doktrinal. Pengertian penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka (Soekanto, 2009). Penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif yang 

mengkaji asas-asas, konsep-konsep dan 

aturan-aturan hukum untuk menjawab isu 

hukum penelitian ini. 

Penelitian hukum ini menggunakan 

pendekatan Undang-Undang (statute 

approach), pendekatan historis (historical 

approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Penelitian hukum 

melalui pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dilakukan dengan 

melakukan pengkajian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perjanjian. Pendekatan historis (historical 

approach) bertujuan untuk menelaah 

perkembangan hukum positif yang mengatur 

terkait penetapan harga tike pesawat di 

Indonesia. Pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dilakukan dengan 

memahami dan menganalisis implementasi 

dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas 

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi 

Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam 

Negeri. 

Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen 

untuk mencari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dan dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian hukum ini untuk mendapatkan 

teori-teori hukum dan doktrin-doktrin 

hukum. 

Pengolahan Data 
Bahan yang diperoleh dari hasil penelitian 
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